
BUPI\TI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 66 TAHUI\I 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIANJUR

DENG.{N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Thgas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 llomor' 6, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedr.ra Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679\;

3. Peraturan Pemertntah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2AL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1.14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
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Peraturan Menteri pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
?9\5 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah
Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak (Berita Negara Republik Indonesia tahun zoto
Nomor L2371;

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Kelu arga
Berenncana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, T\rgas, dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Di Provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor g Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daenah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor g);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun ZAL6
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas DanFungsi, Serta Tata Kerja perangkat Daerah
Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Cian;ur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OL6 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ciaqjur.
2. Pemerintah Daerah adalah pernerintah Kabupaten cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten cianjur.
5' Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan perlindungan enak Kabupaten
Cianjur.

6. Kepala adalah Kepala Dinas pengendalian pendud"uk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan Anak
Kabupaten Ciar{ur

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinds Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan perempuan, clan perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur.

4.

5.

6.

7.
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8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkungan
Dinas Pengendali.an Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

1 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unit kerja pada Dinas Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, lvewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusarl pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta pemberdayaan
Perempuan dan Perlin.dungan Anak.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d,ipimpin oleh
Kepala Dinas yang berk'edudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusa! pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dinas dalam meLaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta pernberdajraan perempuan dan perlindungan
anak;

(1)

{21

t1)

(21



4

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan adrninistrasi Dinas dan pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:
a. Unsur pimpinan adalah Kepala;
b. Unsur pembantu pimpinan Sekretaris;
c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbagian,

Kepala Seksi d.an Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:
b. 1. Subbagian Perencanaan;
b.2. Subbagian Keuangan;
b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
membawahkan:
c.1. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga;
c.2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
c.3. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;

d. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, membawahkan:
d. 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
d.2. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
d.3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak,
membawahkan:
e. 1. Seksi Pernberdayaan Perempuan;
e.2. Seksi Perlindungan Anak; ,
e.3. Seksi Pengarusutamaan Gender;

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



5

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu

Kepala

Pasal 6
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintartan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan dibidang pen[endalian penduduk dankeluarga berencama, serta pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

(2) yrrtu_k -4elaksanakan tugaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas rnenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja Tahunan (RKT), Dokumen pelaksanr.an errggaran (ore; au.r.1
Dokumen Peiaksanaan perubahan Anggaran (DppAj Dinas;

b. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), r,aporan Keterangan pertanggunglawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah O""r"f, (LppD)
Dinas;

c. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan dibidang pengendarian penduduk dan
keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungin
anak;

e. penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan;
f. penyelengaraarl pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi

pelaksana.an kegiatan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

g. penyelengaraan kegiatan penatausahaan Dinas;
h. penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi

pengelolaan UPTD;
terhadap

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan biclang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasik"n dar.
mengendalikan tugas-tugas aiuiaang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang rneliputi pengkoordinisian p"i"rr"*rr"r.r,
program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum,
perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. penyusurlan program keda dan rencana anggaran Sekretariat;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program

serta kegiatan dan anggaran Dinas;
c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunarl kebijakan

umum pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, serta pemberdayaarl perempuan dan
perlindungan anak;

d. pengelolaan urusan administrasi utrnum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian
penyusunarl bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan
administrasi keuangal ;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. pengelolaan pe{pustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
peraturan penlndang-und angan ;

i. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas
di lingkungan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
( ) Dalam menyelenggalakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Sekretariat membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagran Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Faragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

{2) Kepala Subbagian sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1,
Kepala Subbagian Perencanaan fnenyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. penyiapan dan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas;
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c. penyiapan dan pen)rusunan Rencana Kery'a Anggaran (RKA),
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) dan Dokumen pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas;

d. penyiapan dan penyusunan penetapan kinerja (Tapkin);
e. penyiapan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineq'a Instansi

Pemerintah (L,{,KIP), Laporan Keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LppD)
sebagai bahan pertanggungiawaban kegiatan Dinas;

f. penyusunan dan peiaksanaan standar pelayanan publik;
g. pelaksanaan fasilitasi pengukuran survei kepuasan masyarakat

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

h. penyusunan laporan dan dokumentasi peraksanaan program dan
kegiatan Dinas;

i. penyiapan bahan pelaksana€a monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tngas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Perencanaan;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbag Perencanaan;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tl,rgas dan fungsinya,

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 9

{1) subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala subbagian.
(2) Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu sekretaris dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaan aset, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

{3} untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2],
Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pend,apatan

dan belanja tidak langsu.ng serta belanja langsung;
c. pelaksanaan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan

anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung;
d. pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gqji dan tunjangan

daerah serta pembayarannya;
e. pelaksanaan penetitian kelengkapan surat permintaan fembayaran

langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengelularan dan diketahui/disetujui oleh pejabat
pelaksana teknis kegiatan;
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pelaksanaan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
uang persediaan, surat permintaan pembayaran tambahan uang
dan surat permintaan pembayaran Langsung gaji dan tunjangan
pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnyi-yang diteiapi<an
19suai dengan ketentuan peraturan perundanglurdl"rrgan V*Sdiajukan oleh bendahara pengeluaran;
penghimpunan dan penyiapan bahan penyusunan konsep surat
keputusan Kepala Dinas tentang pengangkatan pejabat p"i"k**.
leknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu
bendahara;
penyusunan dan penyarnpaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;
pelakganaa.n pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urdangan yang
berlaku;
penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, renc€Lna
kebutuhan dan pengadaan 

- 
peitengt<apan, pliahtan serta

inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

prestasi keda
di lingkungan

Subbag Keuangan;
1. pelaksanaan evaluasi dan

Subbagian Keuangan;
pelaporan kegiatan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

subbagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.
Kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas membantu sekretaris dalam memimpin pelaksar*r.r,
pengelolaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan
ekspedisi, pengelolaan urus€Ln rumah tangga dan perlengkapan
kantor, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparalur Sipil
Negara.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat l2),Kepala subbagian umurn dan Kepegawaian menyelenggarakan iungsi:
a. penyusuna.n rencana kegiatan subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. pelaksanaan pemberian pelayanan tata. naskah dinas, humas d.an

protokol, kearsipan, kepusta\aan, surat-menyurat, dari atat tulis
unit keda;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian
pelaksanaan tugas bar,vahan secara berkala

(1)

(2)

(3)
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d. pelaksanaan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan
mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

f. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil,
daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan
formasi, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai, kenaikan
gqji berkala, usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian;

g. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan, ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor
di lingkungan Dinas;

h. penyiapan bahan rancargan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaarT,
informasi dan dokumentasi Dinas;

j. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Dinas;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Subbag Umum dan Kepegawaian;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan
Kepegawaian;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana

Pasal L1

(1) Bidang Pengendalian Pendu.dukan dan Keluarga Berencana dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengendalian
pendudukan dan keluarga berencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
menyelenggarakan fun gsi :

a. penyusunan program ke{a dan rencana €Lnggaran bidang
pengendalian pendudukan dan keluarga berencanal

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang pengendalian penduduk, data dan informasi
keluarga, pelayanan keluarga berencana, advokasi, komunikasi
informasi edukasi dan penggerakan;

c. penyiapan dan penyajian dhta dan informasi mengenai potensi
serta permasaLahan di bidang pengendalian penduduk, data dan
informasi keluarga, pelayanan keluarga berencana, advokasi,
komunikasi informasi edukasi dan penggerakan;

(2)

(3)
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d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang pengerxdalian penduduk, data dan informasi keluarga,
pelayanan keluarga berencana, advokasi, komunikasi informasi
edukasi dan penggerakan;

e. pelaksanaan pernbinaan teknis operasional di bidang pengendalian
penduduk, data dan inforrnasi keluarga, pelayanan keluarga
berencana, advokasi, komuni.kasi informasi edukasi dan
penggerakan;

f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g. pelaksanaan rnonitoring, evaluasi. dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h. pelaksanaan evatuasi dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
membawahkan:
a. Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi K.eluarga;
b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
c. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga

Pasal 12

Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.
Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (L), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang pengendalian penduduk, data
dan informasi keluarga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk, Data
dan Informasi Keluarga;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;

c. pelaksanaan norfila, standar, prosedur dan kriteria bidang
pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;

d. petraksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, data dan
informasi keluargai ,

e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;

(1)

(21

(3)
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pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengend,alian
penduduk, data dan informasi keluarga;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian
Penduduk, Data dan informasi Keluarga;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal L3

(1) seksi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (L), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan telcris, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang pelayanan Keluarga Berencana.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan seksi Pelayanan Keluarga

Berencana;
b. penJrusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan

Keluarga Berencana;
c. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan nor:rna,

standar prosedur dan kriteria bidang pelayanan Keluarga
Berencana;

d. pelaksanaan penerimaan, penFmpana"n, pengendalian dan
pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan
kesertaan ber-keluarga berencana;

f. pemberian binnbingan teknis dan fasilitasi pelayanan keluarga
berencana;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di 1ingkungan
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan
Keluarga Berencana; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan

Pas?rl 1+

seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan penggerakan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

h.

J.

{21

(3)

(1)
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(2) Kepala Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang advokasi, komunikasi informasi
edukasi dan penggerakan.

(3) Untuk metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan
Penggerakan menyelenggarakan furrgsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi
Inforrnasi Edukasi dan Penggerakan;

b. penyusunan trahan perumusan kebijakan teknis bidang advokasi,
kornunikasi inforrnasi edukasi dan penggerakan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan nonna,
standar prosedur dan kriteria bidang advokasi, komunikasi
informasi edukasi dan penggerakan;

d. pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan
penggerakan;

e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi advokasi, komunikasi
informasi edukasi dan penggerakan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Advokasi,
Komunikasi Informasi Edukasi dan Penggerakan;

h. pelaksan.aan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Keennpat

Bidang Fembangunan Ketaharran Keluarga

Pasal L5

(1) Bidang Pembangunan l(etahanan Keluarga dipimpin oleh seorarlg
Kepala Bidang.

{2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang pembangunan
ketahanan keluarga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan program ke{a dan rencana anggaran

Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebdakan

teknis di bidang pembangurtan ketahanan keluarga meliputi bina
keluarga balita dan anak, bina keluarga remaja, pusat informasi
kon.seling remaja dan bina keluarga lanjut usia, serta
pemberdayaan ekonomi keluarga;
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penyiapan dan penyqiian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pembangunan ketahanan keluarga
meliputi bina keluarga balita dan anak, bina keluarga remaja,
pusat informasi konseling remaja dan bina keluarga lanjut usia,
serta pemberdayaan ekonomi keluarga;
penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebdakan teknis dinas
di bidang pembangunan ketahanan keluarga meliputi bina
keluarga balita dan anak, bina keluarga remqja, pusat informasi
konseling remaja dan bina keluarga lanjut usia, serta
pemberdayaan ekononni keluarga;
pelaksanaan penabinaan teknis operasional di bidang
Pempangunan Ketahanan Keluarga. meliputi Bina Keluarga Balita
dan Anak, Bina l(eluarga Remaja, Pusat Informasi Konseling
Remaja dan Bina Keluarga Lansia, serta Pemberdayaalt Ekonomi
Keluarga;

f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
masyarakat di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan
di Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

g. pelaksanaan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap
permohonan Bantuan Keuangan dan Bantuan Hibah/ Bantuan
sosial di Bidang Pernbangunan Ketahanan Keluarga;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Pembangunan Ketaharlan Keluarga;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(a) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga membawahkan :

a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
b. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Paragraf 1

Seksi Bina Ketahanan Keluarga

Pasal 16

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan telcris, program dan kegiatan serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis bidang Bina Ketahanan Keluarga yang
meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan
Bina Keluarga Lansia (BKL).

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai norrna,

standar, prosedur, dan kriteria bidang Bina Ketahanan Keluarga;

C.

d.

e.
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penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang Bina Ketahanan Keluarga;
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Bina Ketahanan
Keluarga;

e. pelaksanaan naonitoring, evaluasi dan penilaian
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala

prestasi kerja
di lingkungan

Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bina
Ketahanan Keluarga;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh*"1" Bidang sesuai."T;:X; dan rungsinya.

Seksi Bina Ketahanan Remaja

Pasal 17

(1) seksi Bina Ketahanan Remaja dipimpin oleh seorang Kepata seksi.
(2) Kepala seksi sebagairnana rlimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis bidang bina ketahanan remaja.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai norna,

standar, prosedur, dan kriteria bidang bina ketahanan remaja;
c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi

serta permasalahan di bidang bina ketahanan remaja;
d. pemberian birnbingan teknis dan fasilitasi bina ketahanan remaja;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Bina Ketahanan Remqja;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Bina
Ketahanan Remqja;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pasal 18

(1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan telcris, program dan kegiatan seita fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis bidang bina ketahanan remaja
pemberdayaan ekonorni keluarga.
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencara kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan

bahan perumusan kebijakan telaris sesuai norma, standar,
prosedur, dan kriteria bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

d. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bar.vahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelirna

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal L9

Bidang Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberd.ayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak meliputi Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan,
Perlindungan Anak, Femenuhan Hak-hak Anak dan Tumbuh
Kembang Anak serta Pengembangan Kota Layak Anak;

c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan
di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindunga Anak; !

e. pelaksanaan pembinaan teknis operasional
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

(1)

(21

(3)

di bidang
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f. pelaksanaan verifikasi dan mengkaji bahan rekomendasi terhadap
permohonan Banttran Keuangan dan Bantuan Hibahl Bantuan
Sosial di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksana.an tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam.lnenyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak
membawahkan:
a. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
b. Seksi Perlindungan Anak;
c. Seksi Pengarusutamaan Gender.

Paragraf 1

Seksi Femberdayaan Perempuan.

Pasal 2O

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {21,
Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunatl rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan;

b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi Pernberdayaan Perempuan;

c. penyiapan f<rrum koordinasi penyusurran kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
Pemberdayaan Perempuan;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan Pemberdayaan Perempuan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi keda
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pemberdayaan Perempuan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan
Perempuan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Perliidungan Anak

Pasal 2 1

(1) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
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Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin pen]nip"r, bahan
perumusan kebirjakan teknis, program dan kegiatan **rt fasilitas
pelaksanaan pembinaan teknis bidang perlindungan anak.
untuk melaksan+"" tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan Anak;
b. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

slpil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

c. penyiapan pelembegaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pembrintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

d. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningatan kualitas hidup anak;

e. penyiapan bahan pemberian bimbingan telsds dan supervisi
perlerapan kebigakan Perlindungan Anak;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di ringkungan
Seksi Perlindungan Anak;

g. pelaksanaan evahrasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan
Anak;

h. pelaksanaan tr.lgas kedinasan lain yaxg diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal22
(1) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi gsSegaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

membantu Kepatra Bidang dalam mernimpin penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas
pelaksanaan pembinaan telaeis bidang pengarusutamaan gender.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kegiatan Seksi Pengarusutamaa.n Gender;
b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi Pengarusutamaan Gender;
c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
Pengarusutamaan Gender;
penyiapan ba.han pemberian birnbingan teknis dan superuisi
penerapan kebijakan Pen garusutamaan Gender;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Seksi Pengarusutamaan Gender;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Pengarusutamaan Gender;

d.

e.

kegiatan Seksi
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(1)
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(4)

(s)

(6)
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g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberika.n oleh
Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagran Keenann

UPTD

Pasal 23

Untuk melaksanakan sebagran kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penuqiang pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata
kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagran Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional frrdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

Setiap kelompok ja.batan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jedang jabatan tenaga fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas
maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua
unsur di lingkunga.n Pemerintah Daerah.
Sekretaris dan Kepala Bidafrg dalam melaksanakail tugasnya
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab
kepada Sekretaris., dan Kepala Seksi bertanggungiawab kepada Kepala
Bidangnya masing-masing.

(1)

{21

(3)
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Kepala Dinas, Sekretari.s, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi di lingkungarl Dinas wajib mengawasi pelaksaraan tugas
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya
dalam program dan kegiatarl operasionb"l sesuai tugas dan fungsi serta
bertanggungiawab kepada atasannya masing-masing dan
menyalnpaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun
sewaktu-waktu.
Setiap laporan yang diterirna oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas dari
bawahan masing-masing wajib di olah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk
dan atau arahan kepada bawahan.
Kepala Dinas rnenyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan
Kepala Dinas dapat clisampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

FIal Mewakili

Pasal 26

Sekretaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan
tugasnya.

Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala yang
dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu
Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala sesual dengan
kewenangan yang dilirnpahkan.

Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal27

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belhnja Daerah
Kabupaten Cianjur serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangall.
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BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku
jabatan lainnya di lingkungan Dinas dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggungiawab dalam hal perencanaan, pengelolaan
dan pembinaan kepegawaian.

(3) Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
neraturl perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 19 Tahun 2oog tentang T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja unit
Organisasi di Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2oag Nomor 1,9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Desember 2016

TARIS DAERAH

ry' 
CTANJUR,

!:I ..i

t,ANWARtr It iJ
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